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PALU, MERCUSUAR- Pengadaan
mobil dinas (Mobnas) senilai
Rp2,4 miliar untuk walikota, wakil
walikota dan sekretariat daerah
Kota Palu terungkap merupakan
hasil lobi antarunsur pimpinan
DPRD Kota (Dekot) dan mereka
telah menyetujuinya masuk dalam
APBD 2012.

"Coba langsung ke pimpinan,

karena persetujuannya melalui
komunikasi para pimpinan,” kata
seorang politisi di Dekot, Senin
(12/3), yang mewanti-wanti
namanya tidak disebut.

Namun, unsur pimpinan Dekot
yang dikonfirmasi membantah
pengadaan Mobnas tersebut
hanya melalui persetujuan Dekot.
"Itu dirapatkan di Banggar dan

mendapat persetujuan semua
anggota,” kata salah satu unsur
pimpinan Dekot.

Mercusuar mengonfirmasi ang-
gota Badan Anggaran (Banggar)
Dekot lainnya. Hamsir, politisi
dari Partai Barisan Nasional
yang masuk anggota Banggar
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membenarkan -pihaknya telah menyetujui
pengadaan Mobnas tersebut pada pembahasan
'APBD 2012. Hanya saja, kala itu item pengadaan
tidak dipaparkan secara terinci dan mendetail.
Dalam dokumen Rencana APBD Kota Palu tahun
2012, Pemkot hanya menulis singkat tentang
pengadaan Mobnas senilai Rp2,4 miliar tersebut.

Namun soal penunjukan langsung pihak penye-
diaMobnas tersebut, Hamsir punya pendapat lain.
Tafsiran dia, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang
pengadaan barang dan jasa memungkinkan
adanya penunjukan langsung jika ada penge-
cualian tertentu. Artinya, jika menurut Pemkot,
sejumlah unit mobil seharga Rp2,4 miliar tersebut,
kualifikasinya hanya bisa diadakan dealer tertentu
dengan harga yang tidak bisa dinaikturunkan, maka
penunjukan tersebut sah-sah saja.

Pengadaan limg mobil nasional (Mobnas) yang

diperuntukkan kepada lima pejabat utama -

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu senilai Rp 2,4

miliar hanya melalui mekanisme PL.
Penunjukkan langsung tersebut berdasarkan

pengumuman penunjukan langsung No:01/ULP-

_PL II-Setda/2012. Lingkup pekerjaan pengadaan

kendaraan dinas/operasional pada sekretariat
daerah Kota Palu, dengan nilai total
Rp2.497.100.000 (APBD tahun anggaran 2012).

Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palu
mengganti kendaraan dinas walikota dan wakil
walikota dari Toyota Fortuner ke Toyota Alphard

disorot. Pasalnya, penggantian mobil tersebut .

dianggap belum prioritas dan tidak pro rakyat.

Harusnya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk
pengadaan mobil dinas (Mobnas) sebesar Rp2,4 miliar
itu, dipergunakan untuk program-program pro rakyat,
demi peningkatan hajat hidup mereka.

Bisa dibayangkan, satu unit Alphard saat ini
mencapai Rp 800 juta lebih. Yang lebih parah,
Alphard ini tidak dibeli satu unit, melainkan dua unit,
karena yang menggunakan nantinya adalah wali
kota dan wakilnya. "Kami berharap agar rencana
pengadaan Mobnas dikaji ulang, jangan sampai ini
hanya merugikan daerah. Apalagi penga-daan
Mobnas, hanya dinikmati segelintir orang/pejabat.
Jika rakyat sudah sejahtera, nah boleh pejabat
gonta-ganti Mobnas tidak ada masalah," kata
Direktur Lembaga Pengembangan Studi Hak Asasi
Manusia (LPS-HAM) Sutteng, Muslimun, kemarin (11/3).

*Anggota dewan di Kota Palu juga lemah. Masa'
mereka menggolkan anggaran pengadaan Mobnas
itu. Seharusnya, wakil rakyat itu kritis terhadap
penggunaan anggaran-anggaran yang tidak pro
rakyat, bukannya menyahuti segala yang diinginkan
Pemkot," tegasnya. par










